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Abstract 
MSME is an abbreviation for Micro, Small and Medium Enterprises. MSMEs are the meaning of 
businesses or businesses carried out by individuals, groups, small business entities, or 
households. Indonesia as a developing country makes MSMEs the main foundation of the 
community's economic sector. This is done to encourage the ability to develop independence in 
society, especially in the economic sector. The development of MSMEs in Indonesia continues to 
increase in terms of quality, this is due to strong support from the government in the development 
carried out for MSME business activists, which is very important in anticipating future economic 
conditions as well as maintaining and strengthening the structure of the national economy. 
Development in the era of globalization is very dependent on the economic sector as a measure 
of success carried out by the government. The role of society in national development, especially 
in economic development, is Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The position of 
MSMEs in the national economy has an important and strategic role. This condition is very 
possible because the existence of MSMEs is quite dominant in the Indonesian economy. MSMEs 
after the economic crisis continue to increase from year to year. This also proves that MSMEs are 
able to survive in the midst of an economic crisis. MSMEs have also been proven to absorb a 
larger workforce in the national economy. By absorbing so many workers, the MSME sector is 
able to increase people's income. Thus, MSMEs are considered to have a strategic role in 
reducing unemployment and poverty. For the contribution and role of MSMEs, it is important for 
the government to continue to support MSMEs through strengthening so that their role as pillars 
in building the nation's economy can run optimally. 

Keywords: Definition and Types of MSMEs, Potential of MSMEs, MSME Development Policy, 

Transformation of MSMEs for Inclusive Economic Growth 

 
Abstrak 

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM adalah arti usaha 
atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. 
Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan UMKM sebagai pondasi utama sektor 
perekonomian Masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mendorong kemampuan kemandirian dalam 
berkembang pada masyarakat khsusunya dalam sector ekonomi. Perkembangan UMKM di 
Indonesia terus meningkat dari segi kualitasnya, hal ini dikarenakan dukungan kuat dari 

 

1 Korespondensi Penulis 

 

 
791 

mailto:raffiandhera036@gmail.com
mailto:addnannasti@gmail.com


792  

pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para pegiat usaha UMKM, yang mana 
hal tersebut sangat penting dalam mengantisipasi kondisi perekonomian ke depan serta menjaga 
dan memperkuat struktur perekonomian nasional. Perkembangan di era globalisasi sangat 
bergantung pada sektor ekonomi sebagai ukuran keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintah. 
Peran masyarakat dalam pembangunan nasional, khususnya dalam pembangunan ekonomi, 
adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Posisi UMKM dalam perekonomian nasional 
memiliki peran penting dan strategis. Kondisi ini sangat dimungkinkan karena keberadaan UMKM 
cukup dominan dalam perekonomian Indonesia. UMKM setelah krisis ekonomi terus meningkat 
dari tahun ke tahun. Ini juga membuktikan bahwa UMKM mampu bertahan di tengah krisis 
ekonomi. UMKM juga terbukti menyerap tenaga kerja yang lebih besar dalam perekonomian 
nasional. Dengan banyaknya pekerja yang terserap, sektor UMKM mampu meningkatkan 
pendapatan masyarakat. Dengan demikian UMKM dianggap memiliki peran strategis dalam 
mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Untuk kontribusi dan peran UMKM, penting bagi 
pemerintah untuk terus mendukung UMKM melalui penguatan sehingga peran mereka sebagai 
pilar dalam membangun ekonomi bangsa dapat berjalan optimal. 

Kata Kunci: Pengertian dan Jenis UMKM, Potensi UMKM, Kebijakan Pengembangan UMKM, 
Transformasi UMKM untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 

PENDAHULUAN 

Pembangunan merupakan upaya dalam meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat 

mempengaruhi masa depannya. Pembangunan mengarah kepada perubahan ke arah lebih baik dari 

taraf hidup sebelumnya. Pembangunan dalam era globalisasi sangat mengandalkan sektor ekonomi 

sebagai ukuran keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintah. Pembangunan yang hanya 

mengutamakan pertumbuhan yang terpusat dan tidak merata ditambah lagi dengan tidak diimbanginya 

kehidupan sosial, politik, ekonomi maka pembangunan akan rapuh. Oleh karenanya, pembangunan 

harus mengikutsertakan peran masyarakat sebagai pelaku utama serta sebagai pihak yang akan 

merasakan pembangunan. Salah satu indikator dari pembangunan nasional adalah pertumbuhan 

ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan hal urgen dalam suatu negara, utamanya dalam 

meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam analisis makro 

ekonomi, pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertambahan dari pendapatan perkapita yang 

digambarkan sebagai gambaran perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat. suatu tingkat 

Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah meningkatnya jumlah barang dan jasa serta peluang 

kerja bagi masyarakat. 

Pelaksanaan pembangunan ekonomi harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan 

pemerintah dalam mengambil inisiatif pembangunan daerah dengan menggunakan seluruh dukungan 

sumber daya yang ada dan merancang serta membangun ekonomi daerah. Pujiono (2013) 

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia 

yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan berlandaskan kemampuan nasional dengan 

memanfaatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Pembangunan nasional meliputi aspek 

kehidupan bangsa dan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Pelaku utama 

pembangunan adalah masyarakat, sementara pemerintah memiliki kewajiban mengarahkan dan 
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melindungi serta membangun iklim yang kondusif, aman, dan tentram guna menunjang pembangunan 

nasional. 

Peran masyarakat dalam pembangunan nasional, utamanya dalam pembangunan ekonomi 

adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Posisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam 

perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Kondisi tersebut sangat 

memungkinkan karena eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia, dengan 

alasan jumlah industri yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi; potensi yang besar. Peran 

masyarakat dalam pembangunan nasional, utamanya dalam pembangunan ekonomi adalah Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah. Posisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian 

nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Kondisi tersebut sangat memungkinkan karena 

eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia, dengan alasan jumlah industri yang 

besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi; potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, 

dan kontribusi UMKM dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) sangat dominan. Alasan 

lainnya adalah usaha mikro dan kecil memiliki keunggulan dalam bidang yang memanfaatkan sumber 

daya alam dan padat karya, utamanya pada sektor pertanian tanaman pangan perkebunan, peternakan, 

perikanan, perdagangan, dan rumah makan/restoran. 

Usaha menengah memiliki keunggulan dalam penciptaan nilai tambah di sektor hotel, 

keuangan, persewaan, jasa perusahaan dan kehutanan. Usaha besar memiliki keunggulan dalam 

industri pengolahan, listrik, gas, komunikasi, dan pertambangan. Maka hal ini membuktikan bahwa 

UMKM dan usaha besar saling melengkapi dan saling membutuhkan, meskipun pada kenyataannya 

UMKM lebih dominan dalam penyerapan tenaga kerja hingga kontribusinya terhadap pendapatan 

nasional. 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah selalu menarik untuk dikaji, bukan hanya dari aspek 

ketahanan, aspek pembiayaan, perolehan pinjaman atau dari aspek manajerial usaha. Pada era 

globalisasi khususnya dengan adanya integrasi ekonomi di Asia Tenggara, yaitu penyatuan ekonomi 

(Economic Union) yang menjadikan Asia Tenggara menjadi suatu komunitas perekonomian dengan 

basis produksi tunggal membuat UMKM harus mampu mempertahankan eksistensinya ditengah 

gempuran ekonomi global. Dalam hal ini, UMKM dituntut untuk mampu bersaing dan menciptakan 

produk yang dapat diterima, tidak hanya oleh konsumen dalam negeri (Indonesia) tetapi juga konsumen 

di Asia Tenggara. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) selalu hadir karena memang diperlukan. 

UMKM ini selalu pula dapat membuktikan ketahanannya, terutama ketika bangsa kita dilanda 

badai krisis ekonomi (sejak Juli 1997). UMKM ini tampak merupakan salah satu sektor usaha 

penyangga utama yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Data BPS dan Kementerian Koperasi 

dalam Wahyudin (2013:27), dari seluruh kelas usaha menunjukkan bahwa usaha skala kecil di 

Indonesia menempati porsi sekitar 99%, artinya hampir seluruh usaha di Indonesia merupakan usaha 

kecil, hanya 1% saja usaha menengah dan besar. Perkembangan dan Pertumbuhan UMKM pun cukup 

bagus dari tahun ke tahun. Hampir dari setiap pemerintahan menekankan pada pemberdayaan UMKM. 

Pemerintah secara serius memberikan perhatian lebih pada sektor usaha ini. Alasannya, usaha kecil ini 
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menjadi tulang punggung penyediaan tenaga kerja, karena perusahaan besar lebih menekankan 

penggunaan teknologi dari pada tenaga kerja manusia. 

UMKM mampu menjadi stabilisator dan dinamisator perekonomian Indonesia. Sebagai negara 

berkembang, Indonesia sangat penting memperhatikan UMKM, disebabkan UMKM mempunyai kinerja 

lebih baik dalam tenaga kerja yang produktif, meningkatkan produktivitas tinggi, dan mampu hidup di 

sela-sela usaha besar. 

UMKM mampu menopang usaha besar, seperti menyediakan bahan mentah, suku cadang, dan 

bahan pendukung lainnya. UMKM juga mampu menjadi ujung tombak bagi usaha besar dalam 

menyalurkan dan menjual produk dari usaha besar ke konsumen. Kedudukan UMKM ini semakin 

mantap. Selain mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak, UMKM ini bersifat lincah sehingga 

mampu bertahan di dalam kondisi yang tidak menguntungkan, seperti terjadinya krisis global seperti 

saat ini. Umumnya, UMKM memiliki strategi dengan membuat produk unik dan khusus sehingga tidak 

bersaing dengan produk dari usaha besar. 

 
METODE PENELITAN 

Kajian dari peneltian ini menggunakan kajian literatur yang mana literatur yang diambil sesuai 

dengan pokok pembahasan dan di analisis secara mendalam sehingga dapat diambil kesimpulan dan 

temuan dalam penelitian. Literatur yang diambil baik dari buku, artikel jurnal baik nasional maupun 

internasional dan literatur lainnya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengertian UMKM 

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada dasarnya, UMKM 

adalah arti usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun 

rumah tangga. Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan UMKM sebagai pondasi utama 

sektor perekonomian masyarakat, hal ini dilakukan untuk mendorong kemampuan kemandirian dalam 

berkembang pada masyarakat khsusunya dalam sektor ekonomi. Perkembangan UMKM di Indonesia 

terus meningkat dari segi kualitasnya, hal ini dikarenakan dukungan kuat dari pemerintah dalam 

pengembangan yang dilakukan kepada para pegiat usaha UMKM, yang mana hal tersebut sangat 

penting dalam mengantisipasi kondisi perekonomian ke depan serta menjaga dan memperkuat struktur 

perekonomian nasional. 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur 

menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undangundang. Sesuai dengan Undang-Undang 

nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), UMKM didefinisikan sebagai 

berikut: 

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usah perorangan yang 

memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang 
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perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari 

Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang ini. 

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan 

yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha 

Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana 

diatur dalam undang undang ini. 

Usaha Kecil Mikro dan Menengah merupakan bagian penting dari perekonomian suatu bangsa 

Karena peran pentingnya tersebut pemerintah terus melakukan upaya mengembangkan UMKM.Maka 

dari itu perlu dukungan dari berbagai kalangan untuk penguatan UMKM melalui peningkatan sumber 

daya manusia (SDM) seperti yang diungkapkan oleh Suyatno (2000) bahwa untuk dapat meningkatkan 

daya saing UMKM diperlukan meningkatkan kemampuan teknologi dan daya kreatif inovatifnya. 

Peningkatan kemampuan teknologi mempunyai hubungan berbanding lurus dengan kemajuan ekonomi. 

Secara umum UMKM dalam perekonomian bangsa memiliki peran: 

1. Sebagai pelaku utama dalam kegiatan ekonomi. 

2. Penyedia lapangan kerja terbesar. 

3. Pemeran penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat. 

4. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta 

 
Lemahnya kreativitas dan inovasi, lemahnya kemampuan dalam membaca peluang yang ada, 

permodalan usaha, serta lemahnya strategi pemasaran (marketing). Sistem jaringan yang masih kurang 

juga menjadi permasalahan pokok, karena sebaik apapun kualitas produk yang dihasilkan apabila 

kurang promosi dalam pemasaran juga tidak mampu bersaing. Maka dari itu penting bagi pelaku UMKM 

mempunyai jaringan usaha yang kuat guna memasarkan produk penghasilan. 

Jenis UMKM 

Seperti yang dijelaskan pada pengertian UMKM yang tertuang dalam Keppres RI No. 19 Tahun 

1998 sebagai kegiatan ekonomi rakyat pada skala kecil yang perlu dilindungi dan dicegah dari 

persaingan yang tidak sehat. Pada dekade terakhir ini mulai marak bermunculan bisnis UMKM mulai 

dari skala rumahan hingga skala yang lebih besar. Berikut ada 3 jenis usaha yang termasuk UMKM: 

1. Usaha Kuliner 

Salah satu bisnis UMKM yang paling banyak digandrungi bahkan hingga kalangan muda sekalipun. 

Berbekal inovasi dalam bidang makanan dan modal yang tidak terlalu besar, bisnis ini terbilang 

cukup menjanjikan mengingat setiap hari semua orang membutuhkan makanan. 

2. Usaha Fashion 

Selain makanan, UMKM di bidang fashion ini juga sedang diminati. Setiap tahun mode tren fashion 

baru selalu hadir yang tentunya meningkatkan pendapatan pelaku bisnis fashion. 
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3. Usaha Agribisnis 

Siapa bilang usaha agribisnis di bidang pertanian harus bermodalkan tanah yang luas. Anda bisa 

memanfaatkan perkarangan rumah yang disulap menjadi lahan agrobisnis yang menguntungkan. 

Kriteria UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) 

Untuk mengetahui jenis usaha apa yang sedang dijalankan perlu memperhatikan kriteria- 

kriterianya terlebih dahulu. Hal ini penitng digunakan untuk pengurusan surat ijin usaha kedepannya dan 

juga menentukan besaran pajak yang akan dibebankan kepada pemilik UMKM. 

Berikut masih-masing pengertian UMKM dan kriterianya: 

1. Usaha Mikro 

Pengertian usaha mikro diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan 

maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Usaha yang termasuk kriteria usaha mikro 

adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000, dan tidak termasuk 

bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnnya paling banyak Rp 

300.000.000. 

2. Usaha Kecil 

Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri 

baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari 

perusahaan utama. Dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dari usaha menengah. 

Usaha yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp 

50.000.000, dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai Rp 500.000.000. Hasil penjualan 

bisnis setiap tahunnya antara Rp 300.000.000, sampai paling banyak Rp 2,5.000.000.000. 

3. Usaha Menengah 

Pengertian usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan 

cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tak 

langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayan bersihnya sesuai yang sudah 

diatur dengan peraturan perundang-undangan. 

Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih 

yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari Rp500.000.000, hingga Rp10.000.000.000, dan tidak 

termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya mencapai Rp2,5 .000.000 

milyar sampai Rp50.000.000.000. 

Klasifikasi UKM (Usaha Kecil Menengah) 

Berdasarkan perkembangannya, UKM di Indonesia dapat dibedakan dalam 4 kriteria, 

diantaranya: 

1. Livelihood Activities, yaitu UKM yang dimanfaatkan sebagai kesempatan kerja untuk mencari 

nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Misalnya adalah pedagang kaki lima. 

2. Micro Enterprise, yaitu UKM yang punya sifat pengrajin namun belum punya sifat kewirausahaan. 
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3. Small Dynamic Enterprise, yaitu UKM yang telah memiliki jiwa entrepreneurship dan mampu 

menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor 

4. Fast Moving Enterprise, yaitu UKM yang punya jiwa kewirausahaan dan akan bertransformasi 

menjadi sebuah Usaha Besar (UB). 

 
Ciri-Ciri UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) 

▪ Jenis komoditi/ barang yang ada pada usahanya tidak tetap, atau bisa berganti sewaktu-waktu 

▪ Tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu 

▪ Usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih 

disatukan 

▪ Sumber daya manusia (SDM) di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni 

▪ Biasanya tingkat pendidikan SDM nya masih rendah 

▪ Biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke 

lembaga keuangan non bank 

▪ Pada umumnya belum punya surat ijin usaha atau legalitas, termasuk NPWP 

 
Potensi UMKM 

UMKM merupakan salah satu engine perekonomian nasional karena berkontribusi terhadap 

60,51% PDB dan mampu menyerap hampir 96,92% dari total tenaga kerja nasional. Mengingat 

pentingnya peran UMKM ini, Pemerintah terus mendorong berbagai upaya agar UMKM dapat 

beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan naik kelas. “Potensi UMKM menjadi modal dalam 

ekosistem pengembangan ekonomi,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga 

Hartarto secara virtual dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi 

Jawa Barat (Musrenbang) Tahun 2023 untuk Penyusunan RKPD Tahun 2024 pada hari Selasa (21/03). 

Belajar dari masa pandemi Covid-19 yang menjadikan proses adopsi teknologi menjadi lebih 

cepat, termasuk untuk UMKM, Menko Airlangga menambahkan bahwa UMKM harus terus didorong 

untuk masuk ke ekosistem digital. Per Desember 2022, sebanyak 20,76 juta UMKM sudah onboarding 

digital, tahun 2023 ditargetkan tambahan 4 juta UMKM onboarding digital, dan targetnya tahun 2024 

sebanyak 30 juta UMKM dapat onboard digital. 

Lebih lanjut Menko Airlangga menyampaikan bahwa Pemerintah melakukan langkah-langkah 

komprehensif untuk menguatkan ekosistem UMKM dan e-commerce melalui kemudahan perizinan, 

insentif fiskal, sertifikasi, iklim usaha yang sehat, pembayaran digital, dan perlindungan data pribadi. 

“Pemerintah sedang menyusun basis data tunggal UMKM yang dapat memberikan navigasi 

pemberdayaan UMKM agar fokus dan tersinergi secara berkelanjutan,” kata Menko Airlangga. Dalam 

kesempatan tersebut Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa dengan ditopang oleh fundamental 

ekonomi domestik yang kuat, target pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 sebesar 5,3% (yoy) dan pada 

tahun 2024 ditargetkan tumbuh di 5,4% (yoy). Menko Airlangga dalam pertemuan tersebut juga 

menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah mulai dari jangka pendek, menengah, hingga 

jangka panjang. 
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Dalam jangka pendek, Pemerintah mendorong peningkatan produksi dalam negeri untuk 

memperkuat pasar dalam negeri, pemberdayaan dan perluasan akses KUR bagi UMKM, sekaligus 

pengendalian inflasi agar daya beli masyarakat bisa terjaga. 

Dalam jangka menengah, Pemerintah terus melakukan penguatan, termasuk di sektor 

pariwisata dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, memperkuat hilirisasi industri berbasis 

Sumber Daya Alam dan Mineral, serta mendorong diversifikasi pasar ekspor, dan salah satunya adalah 

melalui optimalisasi Keketuaan Indonesia di dalam ASEAN di tahun 2023. 

Untuk jangka panjang, Pemerintah berkomitmen meningkatkan penciptaan lapangan kerja 

dengan meningkatkan kemudahan dan kepastian berusaha, menjaga pertumbuhan investasi, serta 

melakukan perlindungan dan pemberdayaan bagi pelaku UMKM, melalui Perpu UU Cipta Kerja. 

Kebijakan Pengembangan UMKM 

Menteri keuangan, Ibu Sri Mulyani pernah menyampaikan bahwa pengembangan dan 

pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan hal yang sangat penting bagi 

perekonomian global karena UMKM merupakan tulang punggung perekonomian dunia. Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu Pondasi Perekonomian Nasional, berdasarkan data 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kontribusi UMKM mencapai 99% dari seluruh 

unit usaha, kontribusi terhadap PDB sebesar 60,5% dan mampu menyerap tenaga kerja 96,9%. Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah menjelma sebagai salah satu pilar vital perekonomian 

Indonesia UMKM telah terbukti tahan terhadap krisis, bahkan menjadi booster pemulihan ekonomi pada 

saat krisis, termasuk pandemi Covid-19 saat ini. Namun demikian, umumnya UMKM di berbagai daerah 

di Indonesia menghadapi tantangan, beberapa tantangan tersebut antara lain akses keuangan, 

pemasaran/promosi, inftrastruktur dan teknologi, regulasi dan birokrasi serta keterbatasan ketrampilan 

dan pengetahuan. Untuk itu dibutuhkan sinergi dan peran dari berbagai pihak terkait untuk 

meningkatkan penguatan sektor UMKM sebagai salah satu gerbong penggerak pertumbuhan ekonomi 

Indonesia. Sesuai pasal 97 Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta 

Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa kebijakan 

pemerintah yang telah dilakukan dalam rangka pemberdayaan UMKM di Indonesia adalah: 

Pembangunan infrastruktur, Infrastruktur yang memadai akan membantu UMKM dalam 

meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar mereka. Pembangunan 

infrastruktur konektivitas digital, seperti Satelit Palapa Ring dan Base Transceiver Station, sehingga 

pelaku usaha yang berada di daerah terpencil akan terhubung secara digital. 

Program Pembiayaan, sekitar 18 juta UMKM belum memiliki akses terhadap pembiayaan 

formal dan sekitar 46 juta UMKM masih membutuhkan tambahan pembiayaan untuk modal kerja dan 

investasinya. Pemerintah memberikan dukunganmelalui program KUR dan pembiayaan Ultra Mikro 

Digitalisasi UMKM, Digitalisasi dapat memberikan banyak manfaat bagi UMKM, termasuk efisiensi 

operasional, meningkatkan produktivitas, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan daya saing. 
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Hingga Januari 2022, sebanyak 17,2 juta UMKM telah terdigitalisasi. Targetnya, 40 juta UMKM akan 

terdigitalisasi pada tahun 2024 Sinergi dan Koordinasi, peningkatan sinergi dan koordinasi dengan 

sektor publik, akademi, dan juga sektor swasta, termasuk juga bagaimana mengembangkan skema 

keuangan syariah untuk UMKM sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Dengan peneraan kebijakan diatas, diharapkan UMKM di 

Indonesia dapat lebih berdaya, meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan 

berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah. 

Penting untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif. UMKM 

memiliki peran strategis dalam perekonomian domestik, tercermin pada jumlah unit usaha yang banyak, 

penyerapan tenaga kerja yang tinggi, dan kontribusi yang besar terhadap PDB. UMKM juga memiliki 

ketahanan yang tinggi dalam menghadapi berbagai krisis sebelumnya, meskipun krisis Covid-19 saat ini 

memberikan tekanan yang luar biasa besar. Ketahanan UMKM yang tinggi tersebut selama ini berperan 

sebagai bantalan perekonomian karena kemampuannya untuk bertahan pada periode tekanan dan 

dapat tumbuh kembali lebih cepat dan tinggi pascatekanan. Dengan peran strategis tersebut, UMKM 

tentunya berperan penting dalam mendukung bauran kebijakan Bank Indonesia guna menjaga stabilitas 

makroekonomi dan sektor keuangan, sekaligus upaya nasional untuk mendukung transformasi ekonomi 

menuju Indonesia Maju. Berbagai upaya penguatan UMKM terus dilakukan secara end-to-end, 

termasuk oleh Bank Indonesia. Pascapandemi Covid-19, transformasi UMKM perlu terus diperkuat 

melalui optimalisasi penggunaan teknologi digital sehingga dapat menarik manfaat dari salah satu 

pelajaran utama krisis kesehatan, yaitu penggunaan teknologi digital untuk kegiatan sehari-hari. 

KESIMPULAN 

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada dasarnya, UMKM 

adalah arti usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun 

rumah tangga. Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan UMKM sebagai pondasi utama 

sektor perekonomian masyarakat, hal ini dilakukan untuk mendorong kemampuan kemandirian dalam 

berkembang pada masyarakat khsusunya dalam sector ekonomi. Perkembangan UMKM di Indonesia 

terus meningkat dari segi kualitasnya, hal ini dikarenakan dukungan kuat dari pemerintah dalam 

pengembangan yang dilakukan kepada para pegiat usaha UMKM, yang mana hal tersebut sangat 

penting dalam mengantisipasi kondisi perekonomian ke depan serta menjaga dan memperkuat struktur 

perekonomian nasional. Perkembangan di era globalisasi sangat bergantung pada sektor ekonomi 

sebagai ukuran keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintah. Peran masyarakat dalam pembangunan 

nasional, khususnya dalam pembangunan ekonomi, adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 
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